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POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 




Sebagai suatu sistem, hukum akan berjalan dengan baik saat sistem 
terhubung dan bekerja secara aktif. Praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di 
Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan 
masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara. Berbagai 
peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi 
yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 bahkan Pemerintah telah meratifikasi beberapa pasal United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 melalui Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2006. Namun sampai saat ini masih tidak mampu dan efektif 
untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu 
Operasi Tangkap Tangan (OTT), dalam melakukan operasi tangkap tangan ada 
dua teknik yang digunakan oleh KPK yaitu penyadapan dan penjebakan, akan 
tetapi penjebakan tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi 
manapun di Indonesia. 
Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dari 
bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dalam Politik hukum 
pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan penal 
dan non penal sudah tidak efektif lagi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang merugikan keuangan dan perekonomian negara dan kebijakan KPK yang 
termasuk dalam satu kebijakannya adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan 
yaitu penyadapan. Penyadapan merupakan kegiatan mendengarkan, merekam, 
membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel 
komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau 
radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat menyurat, dan dokumen 
lain. Selain itu, politik hukum penanggulangan tindak pidana korupsi melalui 
Operasi Tangkap Tangan antara lain minimnya aturan tentang penyadapan dan 
penjebakan yang dilakukan oleh KPK rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM), terutama tentang  penjebakan, karena penjebakan tidak dikenal 
undang-undang maupun dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.  
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A. Latar  Belakang 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang jelas 
mengharapkan supremasi hukum yang bersanksi berat ringannya tergantung pada 
sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik 
buruknya suatu tindakan. Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial yang kini 
dihadapi Indonesia yang menjadi kendala struktural dan telah membudaya 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari realitas birokrasi di Indonesia. 
1 Permasalahan korupsi merupakan bagian dari politik hukum. Sebab melalui 
politik hukum, korupsi dapat diharapkan diberantas. Salah satu masalah yang 
sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi 
penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa 
kehancuran perekonomian negara. 
 Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan 
hukum (legal policy) yang akan atau telah mencakup pula pengertian bagaimana 
politik hukum mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan 
yang ada dibelakang dan pengertian formal politik hanya mencakup satu tahap 
saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum disebut  
Legislative Drafting, Legal Executing dan Legal Review. Salah satu tindak pidana 
terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Tindak pidana korupsi (tipikor) sudah diatur 
                                                             
1R. Widyo Pramono. 2017. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah 
Perspektif Jaksa & Guru Besar. Jakarta : Kompas Media Nusantara. halaman  54. 
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dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 (UU Tipikor). 
Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai 
sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, diantaranya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, dan Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah Undang-Undang Tipikor, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dengan sistem Operasi Tangkap Tangan (OTT), Instruksi Presiden 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan 
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
mengisyaratkan terbentuknya lembaga independen yang dikenal dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 
KPK ini dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun semenjak undang-undang tersebut 
mulai berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR Nomor.VII Tahun 2001 
yang memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan 
pencegahan korupsi di Indonesia. 
 Terkait tentang luasnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang diberikan oleh undang-undang menjadikan penelitian ini tidak 
mungkin bisa mencakup semua kewenangan tersebut. Oleh karena itu, sesuai latar 
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belakang maka penelitian ini akan dititik-beratkan pada kebijakan dan 
pelaksanaan dan supervisi dibidang penindakan. KPK dalam melakukan Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) ada dua teknik yang memiliki kelemahan secara hukum 
yaitu penyadapan dan penjebakan. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal 
dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. 
Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering 
menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan Hak Asasi 
Manusia (HAM). Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan 
penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut 
menimbulkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut telah melanggar hukum bahkan 
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yakni melanggar hak privasi seseorang.  
 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 
menentukan judul penelitian yaitu Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak 
PidanaKorupsi  Melalui Operasi Tangkap Tangan. 
 
1. Rumusan  Masalah 
 Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Melalui Operasi Tangkap Tangan? 




c. Bagaimana Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Melalui Operasi Tangkap Tangan? 
2. Faedah Penelitian 
 Adapun dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan 
beberapa manfaat  sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadikan sumber 
pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian 
selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang yang lebih luas 
khususnya perkembangan ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang 
berkaitan dengan Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi 
melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan sebagai bahan pertimbangan 
dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang. 
b. Secara Praktis 
Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas 
serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta 
sebagai acuan memberi informasi bagi pembaca terkait Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Peyidik dalam Tindak Pidana Korupsi.  
B. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait Politik Hukum 
Pidana dalam terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap 
Tangan. 
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai Pelaksanaan 
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Peyidik. 
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait Akibat Hukum 
Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan 
(OTT). 
C. Defenisi Operasional 
 Definisi Operasional atau kerangka Konsep adalah kerangka yang 
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang 
akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun 
demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan 
memberikan definisi operasionalnya.2 
Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya salah penafsiran tentang judul penelitian yang berpengaruh juga 
terhadap penafsiran inti persoalan yang diteliti. Sesuai dengan judul yang ada, 
maka operasionalisasi pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah: 
1. Politik adalah kekuasaan , pemerintahaan ataupun ketatanegaraan.3 
Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah politik atau kebijakan 
resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan 
                                                             
2Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan  Tugas Akhir Mahasiswa.. Medan: Pustaka 
Prima. halaman 17. 
3 J.C.T,dkk. 2010. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 131. 
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hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka 
mencapai tujuan negara. 
2. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk 
melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.4 
Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  hukum yang 
berlakusaat ini, yaitu hukum pidana adalah bagian integral dari kebijakan 
penegak hukum, sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas yaitu 
“meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, 
guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang 
akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan”.5 
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 
sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).6 
Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh oleh seseorang yang memiliki kewenangan dalam 
jabatannya. 
                                                             
4Umar Said Sugiarto. 2013. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika, 
halaman 7.  
5 Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum PidanaPerkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, halaman 4.  




4. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan 
secara langsung atau tidak  yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara.7 
5. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk  
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.8 
Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh pejabat negara karena memiliki kewenangan dengan 
maksud memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. 
6. Berdasarkan Pasal 1 butir 19 Kitab Hukum Acara Hukum Pidana Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) adalah tertangkapnya seseorang pada waktu 
sedang melakukan tindak pidana, dengan segera sesudah beberapa saat 
tindak pidana itu dilakukan.9 
D. Keaslian Penelitian 
Persoalan penyadapan dalam tindak pidana korupsi bukanlah hal yang 
baru.Oleh karena nya penulis, menyakini telah banyak penelitian-penelitian 
sebelumnya yang mengangkat tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi 
sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan 
yang ditemukan baik melalui searching melalui via internet maupun penelusuran 
kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan 
                                                             
7J.C.T Simorangkir dkk. 2010. Op. cit, halaman 85.  
8Adami Chazawi. 2016 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta : Raja Grafido 
Persada, halaman. 26. 
9Pasal 1 butir 19 Kitab Hukum Acara Hukum Pidana Operasi Tangkap Tangan ( OTT )  
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perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan 
tema danpokok bahasan yangpenulis teliti terkait “Politik Hukum Pidana 
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan”   
Dari berbagai penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya ada 2 
judul yang hampir mendekati hamper sama dengan penelitian dalam penulisan 
skripsi ini antara lain: 
1. Skripsi MUHAMMAD RIZAL AKBAR, NPM 11140480000144 Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan”. Skripsi ini merupakan penelitian 
normatif yang membahas mengenai faktor penghambat dari Kebijakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui 
operasi tangkap tangan. 
2. Skripsi UCOX PRATUA, NPM 157005197 Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis 
Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai 
Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada Polresta Medan)”. 
Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai 
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh aparatur kepolisan dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi melaui opearsi tangkap tangan. 
Secara kontruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian 
tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam 
kajian topik bahasan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini adalah mengarah 
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kepada politik hukum pidana dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan dengan 
menganalisa peraturan perundang-undangan dan mengenai kewenangan 
penyadapan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. 
E. Metode Penelitian 
 Metode Penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah 
penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut 
juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. 
Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-
teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan 
dengan fokus masalah tertentu.  
Metode penelitian (research methods) adalah cara-cara yang dipergunakan 
oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik 
kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu.10Penelitian merupakan 
aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi 
yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. 
Artinya data tersebut berkaitan mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan 
permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan 
meliputi:   
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif.  
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana 
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan 
                                                             
10 N. S. Sukmadinata. 2016. Metode Penelitian Pendidikan.  Bandung: Remaja 
Rosdakarya, halaman 317. 
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(law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada 
peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, maka sesuai dengan 
kebutuhan penelitian digunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini 
diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literature. Sedangkan 
pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penulis 
dalam mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
2. Sifat Penelitian 
 Untuk melakukan penelitian dalam membahas penelitian ini diperlukan 
suatu spesifikasi penelitian deskriftif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi 
sebagimana dalam rumusan masalah terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, 
baik diproleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan. Adapun metode 
pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian normatif, yaitu penelitian 
berupa inventerasasi perundang-undangan yang berlaku, berupa mencari asas-asas 
atau dasar falsafah dari perundang-undangan atau penelitian yang berupa usaha 
penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. 
3. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
data primer, data primer yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 
menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan 
dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data sekunder 
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dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi 
dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui 
studi literatur. 
 Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai hukum yang 
mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-
pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan 
lain yang berkaitan dengan permasalahan. 
Bahan Hukum Primer antara lain: 
1)  Q.S Al- Baqarah ayat 188 dan Q.S An- Nisa ayat 29, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang 
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara 
menelusuri berbagai peraturan dibawah Undang-Undang yaitu berupa 
literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang 
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berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 
KUHAP, Pasal 1 butir 19 KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam 
Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, 
serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak 
Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24. 
c. Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk  
maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer dan bahan hukum 
sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan menggunakan kamus 
besar bahasa Indonesia dan website.11 
4. Alat Pengumpulan Data  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, maka sesuai 
dengan kebutuhan penelitian digunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini 
diperoleh data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini 
menggunkan studi dokumen atau melalui penelusuran literature. Penulis 
mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan 
literatur, dan mengakses internet dalam ruang lingkup hukum. Penulis juga 
membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta 
bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam skripsi ini. 
 
 
                                                             
11 Bambang Suggono. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 114. 
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5. Analisis Data 
 Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan 
kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literature lain. Tujuan analisis 
data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan 
didentifikasikan. Data-data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan 
dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. 
Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian 
ini bertujuan untuk menginterpesikan secara kualitatif. Kemudian 
mendeskripsikannya secara lengkap dan mendatail aspek-aspek tertentu, 




A. Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana 
Politik hukum pidana (legal policy) atau garis (kebijakan) resmi tentang 
hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun 
dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. 12 
 Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik 
hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah 
politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu: 
1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan 
dengan negara 
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan 
negara. 
 Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk 
politik. Hukum dipandang sebagai dependent variabel (variabel terpengaruh) dan 
politik sebagai independent variabel (variabel berpengaruh). 
 Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau 
telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian 
tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi 
kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum 
tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau 
keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam 
                                                             




kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam 
perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan 
penegakannya. 
 Dalam pembuatan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, 
paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan 
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan 
apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan 
pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan 
perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan 
dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi 
peraturan perundang-undangan. 
 Politik hukum pidana terdapat dua dimensi. Dimensi pertama adalah 
politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan 
perundang-undangan (kebijakan dasar atau basic policy). Dimensi kedua dari 
politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu 
peraturan perundang-undangan (kebijakan pemberlakuan atau enactment policy) 
atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah 
perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang 
sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk 
perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir 
kepentingan pihak-pihak yang  akan diatur. Payung politik hukum (legal policy) 
yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara 
pada tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. 
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 Politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas: 
1. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas 
dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum 
berupa pidana. 
2. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur 
penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi. 
3. Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan, yang 
dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi 
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat. 
Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 
(dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan 
menggunakan sarana hukum (penal policy) dan kebijakan penanggulangan tindak 
pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal policy). 
Pada dasarnya penal policy lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah 
terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan 
pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut 
pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, non penal policy merupakan 
kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat 
sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama non 
penal policy adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. 
 Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana 
hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” 
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atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan 
suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan 
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi 
pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-
undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. 
 Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum 
pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat 
undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan 
pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislaf merupakan 
tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika 
peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang 
hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang 
perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.  
Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan 
pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, 
sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 
toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, 
pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya 
hukum  pidana). Oleh karena itu, politik hukum  pidana merupakan bagian dari 
kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-
undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial. 
 Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus 
merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan 
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menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-
benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau 
bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya 
dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) 
itu dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana terhadap 
tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang 
melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, 
ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk 
mencegah perbuatan tersebut.  
Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan 
yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu 
perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Masalah 
pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa 
yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut 
masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut: 
1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil 
dan spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka 
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan 
dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, 
demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu 
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perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas 
warga masyarakat. 
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 
hasil (cost benefit principle). 
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 
Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah 
sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah 
mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut 
atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. 
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu 
upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan 
penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum 
termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk  
mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum  
pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.Tidak ada kemutlakan dalam 
bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang 




 Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan 
hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat 
memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi 
ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin 
keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus 
menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat karena hukum itu tidak 
berada pada kevakuman maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan 
perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang sebagai 
alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi 
hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat 
(instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan. 
 Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila 
sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar,  
ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, 
sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya 
pembaruan hukum untuk itu diperlukan parameter hukum yang baik agar 
tercapainya penegakan (enforceability) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan 
yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu: 
1. Necessity, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan 
sistematis dan terencana 
2. Adequacy, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat 
dan kadar kepastian yang tinggi 
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3. Legal certainty, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah 
dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan 
penafsiran 
4. Actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan masyarakat dan zaman tanpa mengabaikan kepastian 
hukum 
5. Feasability, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat 
dipertanggung jawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya  
6. Verifiability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang 
siap uji secara objektif 
7. Enforceability, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar 
ditaati dan dihormati 
8. Provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam 
pembuktian. 
Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam 
tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya 
(penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif  Indonesia luar 
biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, 
maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum 
bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata 
manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.  
Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi 
peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk 
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diimplementasikan, overlappingsubstansi antara satu undang-undang dengan 
undang-undangan lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan 
lembaga lainnya. Pada hal semuanya phenomena tersebut tidak selayaknya perlu 
terjadi, karena semua pejabat publik atau civil servant tidak perlu rebutan 
kewenangan, karena tujuan keberadaan civil servant adalah melakukan tugas 
sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh 
negara.  
Kewenangan atas kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk 
melakukan penyimpangan (abuse of power), sehingga ada kecenderungan untuk 
selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang. Kebangkitan 
hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia sebuah 
mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan 
sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula 
penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan 
kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud 
apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu 
mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling 
interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. 
 Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana 
harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut: 
1. Tahap Formulasi 
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh bahan pembuat 
undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegitan 
23 
 
memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang  
akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-
undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik 
dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap 
kebijakan legislatif. 
2. Tahap Aplikasi 
Yaitu tahap penegakan hukum  pidana (tahap penerapan hukum  pidana) 
oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. 
Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta 
menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 
pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak 
hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap 
ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 
3. Tahap Eksekusi 
Yaitu tahap penegak hukum (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh 
aparat–aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 
pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang 
telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang 
telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan 
yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana 
pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan 
nilai-nilai keadilan suatu daya guna. Hukum itu ekpresi dan semangat dari 
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jiwa rakyat (volksgeis),selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat 
tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.  
Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah 
yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peran 
pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada 
masyarakat yang sedang membangun perubahan dibidang hukum akan 
berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga 
sebaliknya penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak 
dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi 
lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang 
telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa 
lalu. 
Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat 
yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan 
tujuan yang hendak dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh 
melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat di berbagai bidang 
kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstaksikan agar dapat 
dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi 
tata hukum. 
 Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam 
masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak  mungkin dilepaskan secara mutlak 
dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan 
sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia 
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yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang 
berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek 
masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke komplek tidak 
jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula 
yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. 
Memang setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu 
melalui berbagai terminal, selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka 
transisi masih akan tetap ada. 
 Politik kriminal menurut Syed Hussein Alatas dapat diartikan ke dalam 
tiga kelompok sebagai berikut: 
1. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas 
dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum 
berupa pidana. 
2. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur 
penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi. 
3. Dalam arti paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk 
menegakkan norma-norma sentral masyarakat. 
 Politik kriminal menggunakan politik hukum mala harus merupakan 
langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan 
hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar 
memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau 
bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum  pidana hanya 
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dapat terjadi disuatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi atau 
pidana atas perbuatan tersebut. Intensitas pengaruhnya tidak sama untuk  semua 
tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele 
artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela. 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 
Korupsi adalah perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun 
pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri sendiri 
dengan menyalahgunakan kas negara. Dengan maksud sengaja mengambil harta 
yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi.13 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah tindakan 
melawaan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau 
korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.14 
Di dalam literature Islam, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan 
sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang 
lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.15 
Menurut Islam ada dalil megenai laragan tentang korupsi yaitu: 





                                                             
13Rangga Satria Harahap,dkk. 2013 Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi.  Depok : MocoMedia. 
halaman54. 
14 Darwinsyah Minim. 2017 Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi 
MelaluiHukum Responsif.  Medan :  Pustaka Prima. halaman. 70.  
15 R. Widyo Pramono. Op cit. halaman 265. 
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Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." 
 
2. Q.S An Nisa ayat 29 
 
ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ ﻻ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, 
Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
AbdullahHehamahua dalam buku Ermansjah Djaja: “Tipologi Tindak Pidana 
Korupsi”, menyatakan bahwa berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 
delapan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu: 
1. Sistem penyelenggara negara yang keliru 
2. Kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah 
3. Pejabat yang serakah 
4. Law enforcement tidak berjalan 
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor 
6. Pengawasan yang tidak efektif 
7. Tidak ada keteladanan pemimpin 
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.16 
 
Menurut Mochammad Jasin Wakil Ketua KPK, ada lima penyebab utama 
korupsi di Indonesia, yaitu: 
1. Rendahnya integritas dan profesionalisme 
2. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan 
perundangan 
3. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan 
masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi 
4. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan masa lalu 





                                                             
16 Ermansjah Djaja, 2010, Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Bandung : CV 
Mandar Maju.  halaman. 49-51 
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3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana 
khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum 
pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila 
ditinjau dari materi yang diatur, maka tindak pidana korupsi secara langsung 
maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya 
kebocoran terhadap keuangan negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin 
penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa 
dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya. 
 Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, 
dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh 
karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus 
operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain 
pihak perkembangan hukum (law in book) relatif tertinggal dengan perkembangan 
masyarakat. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat 
dalam Bab II Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 
serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana 
Korupsi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 




 Suatu perbuatan atau tindakan untuk dan dikategorikan sebagai suatu 
tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. 
Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana 
korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
menyebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari ketentuan Pasal 2 
ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: 
1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum unsur  secara “melawan 
hukum” dalam penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti formil materil, yakni meskipun 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila 
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana. 
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pada 
dasarnya maksud memperkaya diri sendiri adalah dengan perbuatan 
melawan hukum, pelaku bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya 
orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan 
keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. 
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Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara keuangan 
negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan 
atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara 
adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 
kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 
masyarakat. 
 Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum 
frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan 
bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan 
bukan dengan timbulnya akibat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tertentu, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu 
tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  
Unsur secara melawan hukum; 
a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi 






3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi 
Landasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam 
peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:17 
a. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 Tentang Penyelengaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas KKN 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 
g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (KPK) 
h. Instruksi Presiden Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi 
i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta 
Dan Perberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen 
Sumber Daya Manusia KPK.  
                                                             
17 Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta : Sinar 
Grafika. halaman 11. 
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C. Operasi Tangkap Tangan 
 Operasi Tangkap tangan adalah istilah Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) untuk menangkap “basah” para koruptor di negeri ini. Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan 
kasus korupsi. 
 Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah operasi yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dengan ciri: 1) tepat pada waktu seorang target sedang melakukan 
tindak pidana atau 2) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu 
dilakukan, atau 3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang 
yang melakukannya, atau 4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda 
yang diduga keras telah digunakannya untuk melakukan tindak pidana tersebut, 
yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana 
tersebut. 
 Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap adalah tindak pidana yang 
sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai 
causaproxima dan penerima suap selalu melakukan silent operation untuk 
mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan segala mungkin meniadakan bukti-bukti 
bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk 
memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan 
silent operation. Dalam kontens pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi 
tangkap tangan. 
Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan pidana. 
Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan 
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cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika dikemudian hari terjadi 
sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat 
argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, dimana 
pelaku selalu berusaha meniadakan bukti untuk menghapus jejak atas kejahatan 
yang dilakukan. 
Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-
kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi. Kedua, dalam 
pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi in 
criminalibusprobantiones bedent esse luce clariores. Bahwa dalam perkara-
perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya untuk 
membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan 
persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang dan akurat, dalam 
rangka menyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. 
Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti 
lebih jelas dan terang dari cahaya. Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, 
operasi tangkap tangan pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang 
telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 
 Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya 
tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian 
(corroborating evidence). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk 
mengkonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan 
sebelumnya, sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh dari sebelumnya akan 
menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya perkara tersebut sudah siap 
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diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.Keempat, dalam 
konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dikatakan memunuhi 
pembuktian sempurna (probation plena). Artinya bukti tersebut tidak lagi 
menimbulkan keragu-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan, 
kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak 
terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak 
dapat menghilangkan keragu-raguan tersebut. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) 
Politik Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud M.D (2009), 
adalah “Legal Policy” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan 
diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian 
hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.18 
Bangsa Indonesia sangat berharap atas fungsi atau peranan hukum dalam 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (selanjutnya disebut korupsi), hampir di seluruh sektor 
pembangunan, bahkan di sendi-sendi kehidupan sehari-hari, masyarakat telah 
terlibat tindak korupsi. Oleh karenanya, hukum harus tampil di depan sebagai 
sarana yang ampuh, sekaligus menunjukkan arah bagi upaya pemberantasan 
korupsi. 
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi 
pemberantasan korupsi telah ditetapkan. Oleh sebab itu, hanya dengan keteguhan 
komitmen yang konsisten dan dilaksanakan secara konsekuen, upaya 
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sehingga 
masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai. 
Dalam mengahadapi tantangan perubahan, khususnya dalam 
pemberantasan korupsi, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum tidak 
                                                             
18 Machfud M.D. 2009.Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 3. 
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cukup hanya dengan sistem norma sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja, dan Sistem Perilaku sebagimana dikemukakan oleh Satjipto 
Rahardjo, tetapi juga perlu mengintegrasikan Sistem Nilai masyarakat. Sistem 
Nilai tersebut bersumber dari Pancasila sebagai jiwa bangsa, selanjutnya disebut 
Teori Hukum Integratif.19 
Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan 
yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi merupakan Sistem Hukum atau suatu 
kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain secara 
fungsional dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi, pandangan Teori Hukum Integratif sangat relevan karena 
pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari optik makro, yang tidak hanya 
meliputi aspek hukum semata-mata, tetapi juga aspek lainnya, yaitu aspek 
ekonomi dan aspek-aspek politik. 
Pandangan teori hukum integratif  dapat mempersatukan norma, perilaku, 
dan nilai-nilai efisiensi, maksimalisasi, dan keseimbangan dalam satu kesatuan 
cara pandang dan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Pandangan dari sisi lain, sebagaimana diuraikan di atas, 
harus tetap sejalan dengan nila-nilai Pancasila yang tercantum dalam mukadimah 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Pendekatan makro terhadap pemberantasan korupsi mendorong perubahan 
Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-
                                                             





Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekalipun ada, perubahan tersebut belum 
sepenuhnya bergeseser dari pendekatan retributif  ke pendekatan makro. 
Perbedaan konsep, lingkup, pendekatan, dan tujuan pemberantasan tindak 
pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan menggambarkan perkembangan 
pandangan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Perubahan 
pandangan tersebut mencerminkan bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi dapat 
dipahami secara lebih komprehensif meliputi aspek sosial dan ekonomi. Atas 
dasar dari pemahaman ini, bagian menimbang (a) Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan 
bahwa “korupsi merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.”  
Pertimbangan tersebut sesuai dengan keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menegaskan unsur kerugian negara atau 
perekonomian negara merupakan unsur konstitutif  yang menentukan terbukti 
tidaknya tindak pidana korupsi. 
Merujuk pada uraian tersebut, unsur kerugian negara atau perekonomian 
negara hanya dapat diukur berdasarkan parameter pendekatan ekonomi yang 
dilandaskan pada prinsip: maksimalisasi, efisiensi dan keseimbangan. Parameter 
tersebut merupakan tolak ukur objektif dari aspek hukum dan aspek hukum 
ekonomi yang tidak hanya menitikberatkan pada keberhasilan (output) kuantitatif, 
tetapi juga keberhasilan secara kualitatif (outcome) atau dampak signifikan yang 
dihasilkan. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi memiliki “tujuan negara” 
(interim target), yakni pengembalian kerugian keuangan negara untuk mencapai 
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tujuan akhir (endgoal), yaitu turut menciptakan masyarakat yang adil dan 
sejahtera. 
Selain hal tersebut, addresat pemberantasan korupsi dalam arti luas 
meliputi strategi pencegahan, disamping penindakan.Strategi pencegahan telah 
diatut di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan tujuan 
menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ujung tombak strategi 
tersebut dibebankan kepada Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara 
(KPKPN). KPKPN akhirnya dilikuidasi melalui Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK 
kemudian melanjutkan strategi pencegahan yang dimiliki KPKPN, melengkapi 
strategi penindakan. 
Pengertian tentang tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang 
mendasar, mulai dari yang sederhana hingga yang luas dan kompleks, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1971: 20 ”Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, 
atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara”. 
Lingkup pemberantasan korupsi dengan perubahan undang-undang 
tersebut termasuk dalam pasal tersebut, tetapi tidak terbatas pada perluasan norma 
tentang tindak pidana, korupsi saja, melainkan juga terhadap perbuatan 
                                                             
20Ermansjah Djaja. 2010.Op.Cit, halaman 105. 
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penyelenggara negara yang memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya 
diterima (undue advantage),seperti ketentuan mengenai gratifikasi (Pasal 12B 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan perbuatan suap aktif (active bribery) 
dan pasif (passive bribery). Selain dari perubahan tersebut, perbuatan melawan 
hukum meliputi sarana untuk memperkaya diri sendiri “atau orang lain” atau suatu 
“korporasi”, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. 
Ketentuan lainnya yang memperluas lingkup pemberantasan korupsi 
adalah kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber 
kekayaannya. Jadi, jika terdapat kekayaan yang tak seimbang dengan 
penghasilannya atau adanya penambahan kekayaan, hal-hal tersebut dapat 
digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah atau 
tidak melakukan tindak pidana korupsi. 
Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diusulkan 
ketentuan sistem pembuktian terbalik dan terbatas (limited reversal of burden of 
proof) yang berbeda dengan sistem pembuktian negative (negative wettelijke 
beginsel), sebagimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Ketentuan baru pascaratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Antikorupsi (UN Conventions Against Corruption) tahun 2003, yang telah 
diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006, meliputi tujuh (7) 
hal yaitu: 21 Tindak pidana suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi 
internasional (bribery of foreign public offials and officials of international 
                                                             
21R. Widyo Pramono.  2017. Op. Cit, halaman 176.  
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organization) - Pasal 16 yaitu Tindak Pidana penggelapan, penguasaan atau 
penyimpangan barang/ kekayaan oleh pejabat publik (embezzlement, 
misappropriation, or other diversion of property by a public official) - Pasal 17 
yaitu Tindak Pidana memperdagangkan pengaruh (trading in influence)- Pasal 18 
yaitu Tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichtment)-
– Pasal 20 yaitu Tindak pidana suap di sektor swasta (bribery in the private 
sector) –Pasal 21 yaitu Pembuktian terbalik atas hasil tindak pidana korupsi dalam 
rangka pemblokiran, perampasan dan penyitaan (freezing, seizure and 
confiscation) – Pasal 31Ayat 8. 
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasanya perubahan perkembangan 
arah pemberantasan korupsi pascaratifikasi konvensi tersebut menguatkan 
pandangan bahwa korupsi bukanlah perbuatan penyelenggara negara atau pejabat 
publik semata-mata, melainkan juga merupakan  juga hasil kolaborasi sektor 
publik dan sektor swasta, sedangkan tujuan efek jera (detterent effect) tidak lagi 
merupakan tujuan utama, melainkan tujuan sekunder atau bersifat melengkapi 
(complementary) terhadap tujuan penyelamatan kerugian keuangan negara. 
Berdasarkan Pasal 6 huruf d dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasannya perubahan 
arah politik pemberantasan korupsi sebagaimana telah diuraikan menunjukkan 
bahwa fungsi pencegahan sama pentingnya dengan fungsi penindakan, dan dua 
fungsi tersebut masih harus dilengkapi dengan fungsi restroratif atau pemulihan 
kerugian keuangan negara. Konsekuensi logis dari perubahan arah politik 
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pemberantasan korupsi pascaratifikasi konvensi tersebut menjadi amat penting 
dan relevan dalam pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, ius 
constituendum eksistensi tiga Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dan yang tidak kurang penting serta sangat strategis dalam penyelamatan 
keuangan negara –Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 
Undang-Undang KUP tersebut menetapkan bahwa pajak merupakan 
sumber penerimaan negara yang bersifat strategis. Implementasi Undang-Undang 
KUP tidak memperdulikan asal usul perolehan harta kekayaan setiap wajib pajak, 
sedangkan Undang-Undang Nomor Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1999 
sampai dengan tahun 2001 justru mempersoalkan asal usul harta kekayaan setiap 
penyelenggara negara sebagai entry point untuk mengetahui ada tidaknya dugaan 
telah terjadi tindak pidana korupsi. 
Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999, konsep pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
negara terkait kerugian negara itu berbeda. Hal ini disebabkan oleh pengembalian 
kerugian negara tersebut yang harus melaui proses penuntutan pidana yang 




LPIKP berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang besar antara kedua 
undang-undang tersebut (Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam memberikan 
penilaian mengenai asal-usul harta kekayaan setiap pejabat publik dan perorangan. 
Undang-Undang KUP tidak mempersoalkan asal-usul harta kekayaan tersebut, 
sebaliknya Undang-Undang Tipikor justru mempersoalkan asal-usul perolehan 
harta kekayaan. 
Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor 
yang menegaskan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak 
menghapuskan penuntutan” justru berlawanan dengan tujuan dari Undang-
Undang Nomor  20 Tahun 1997 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak. 
Di sisi lain, terdapat ketidaktaatan asas dan penerapan norma hukum 
pidana dalam praktik penerapan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004. Penjelasan Pasal 62 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut:“Yang 
dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-
buktinya kepada instansi yang berwenang”. Kalimat “bukti-buktinya“ dalam 
penjelasan pasal tersebut harus diartikan sebagai “bukti permulaan yang cukup” 
sesuai dengan KUHAP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa 
tugas memperoleh bukti tersebut adalah tugas penyidik dalam hal ini Polri, bukan 
tugas dan wewenang BPK. 
Dalam konteks keuangan negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor KUP Tahun 1983 
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sampai dengan tahun 2009, jelas bahwa politik hukum dalam bidang keuangan 
negara berusaha memaksimalkan pendapatan negara dari PNBP. Tujuan tersebut 
diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, yaitu pemulihan kekayaan keuangan negara melalui penerapan sanksi 
administrasi yang dipandang lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya 
yang harus dikeluarkan negara. 
Merujuk pada karakter dan tujuan yang berbeda dalam undang-undang 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan target penerimaan dari pajak, antara 
lain disebabkan faktor ketidaksinkronan antara cluster perundang-undangan 
terkait Keuangan Negara (UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, 
dan UU KUP) dengan UU Tipikor. Ketidaksinkronan tersebut juga disebabkan 
oleh perbedaan penerapan sanksi cluster terkait keuangan negara memandatkan 
penerapan sanksi administrasi, sedangkan UU Tipikor menerapkan sanksi pidana 
(penghukuman). 
Pemerintah akhir-akhir ini telah merencanakan pengajuan RUU 
Pengampunan Pajak dengan tujuan meningkatkan pemasukan penerimaan negara 
dari pajak, yang dilakukan melalui penarikan secara simultan harta kekayaan 
perorangan yang ditempatkan di negara lain. Kendati demikian, dalam RUU 
tersebut, harta kekayaan perorangan yang dikecualikan tidak termasuk hasil tindak 
pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik ketentuan dengan UU 
Tipikor dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU), yang tidak membebaskan harta hasil tindak pidana 
korupsi dari tuntutan pidana dan perampasan aset. 
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Konflik peraturan perundang-undangan dalam konteks pemberantasan 
korupsi di satu sisi, dan peningkatan penerimaan negara dari pajak dan PNBP 
disisi lain terdapat pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 dan Pasal 3 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 
 Inti konflik tersebut adalah, di satu sisi pemerintah berkomitmen 
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak secara signifikan, tetapi di sisi 
lain hasil tindak pidana korupsi merupakan objek Undang-Undang Tipikor dan 
Undang-Undang TPPU, di mana pengembalian hasil tindak pidana korupsi tanpa 
pemidanaan merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan dua undang-undang 
tersebut. 
Keadaan dan masalah tersebut mencerminkan bahwa politik hukum dalam 
pemberantasan korupsi belum dikaji secara komprehensif terkait ”cost and benefit 
ratio” nya untuk tujuan menciptakan negara hukum yang sejahtera. 
B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Oleh Penyidik 
 Keberhasilan Penyidik dalam mengungkap kasus korupsi salah satunya 
dengan menggunakan teknik Operasi Tangkap Tangan (OTT). Operasi Tangkap 
Tangan yang dilakukan oleh Penyidik didukung oleh hasil Penyadapan. 
Penyadapan merupakan alternatif  jitu dalam investigasi kriminal terhadap 
perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang serius, dalam hal ini, 
penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap 
efektif atau salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya 
pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyidikan 
berikutnya.   
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Wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan penyadapan 
diberikan pada beberapa undang-undang adalah sebagai berikut: 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada 
penyidik polisi Negara Republik Indonesia dilakukan terhadap orang yang 
dicurigai dan diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan 
tindak pidana psikotropika. Selain itu Pasal 55 huruf c memberikan batasan 
jangka waktu penyadapan yakni paling lama 30 (tiga puluh) hari. Melalui batasan 
tersebut  maka apabila penyadapan dilakukan melebihi 30 (tiga puluh) hari maka 
penyadapan tersebut tidak sah. 
2. Kejaksaan 
Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat pengaturan 
mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. 
Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang berbunyi 
“salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.  
Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran penyelenggara jasa 
telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi 
yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan 
perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kemudian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 
telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan dapat memberikan 
informasi yang diperlukan atas permintaan Jaksa Agung dan atau Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu , permintaan penyidik  
untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam 
ketentuan Pasal 42 Penyelenggara Jasa Telekomunikasilah yang berhak 
melakukan penyadapan atas permintaan tertulis Jaksa Agung , Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia atau permintaan penyidik. 
3. Komisi Pemberantasan Korupsi  
OTT yang sering didahului dengan penyadapan tentu dalam praktik lebih  
mudah dari pada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK, 
karena setelah laporan masyarakat, maka penyelidik harus melaksanakan 
pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket) yang tidak mudah sampai 
memperoleh bukti permulaan yang cukup (bukperckp). Penyadapan memudahkan 
KPK untuk mengetahui apa saja, dimana dan waktu (akan) terjadi “transaksi”, 
paling tidak KPK telah memiliki data tentang lokus dan tempat delicti dengan 
mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan 
pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka.    
 Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan intersepsi atau penyadapan adalah: 
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 “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, 
menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel 
komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio 
frekuensi.” 
 Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka Undang-Undang memberi 
kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: 
 “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. 
 Sedangkan terkait teknik penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang tidak 
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 
Nomor: 11/Per/M. Kominfo /02/2006 tentang teknis penyadapan yang menjadi 
landasan tentang tata cara penyadapan KPK diantaranya: 
1. Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi harus mengirim identifikasi 
sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik 
maupun non elektronik.  
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Standard Operasional 
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Prosedur (SOP) Penyadapan yang telah ditentukan, dengan tidak 
mengganggu kelancaran komunikasi dan pengguna telekomunikasi serta 
harus dialporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
kepada Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 
3. Penyelenggara komunikasi wajib membantu Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyadapan menurut hukum 
dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2 % dari yang terdaftar 
dalam Home Location Register dari kapasitas terpasang untuk setiap 
sentral local public switch telephone network (PTSN). 
4. Untuk menjamin transpaansi dan independensi dalam penyadapan, maka 
dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
penyelenggara komunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan 
kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
5. Informasi yang didapatkan dari hasil penyadapan bersifat rahasia, sehingga 
hasil pendapat tidak boleh untuk diperjual belikan atau disebar luaskan 
dengan cara apapun, kecuali Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan upaya mengungkap tindak 
pidana korupsi. 
6. Biaya atas alat dan perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan biaya atas kapasitas 
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relaman berupa HLR dan PTSN ditanggung pihak penyelengggara 
komunikasi. 
Dalam melancarkan aksinya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan cara-
cara untuk melakukan sebuah penyadapan diantaranya: 
1. Modus penyadapan dengan menggunakan alat interceptor modus 
penyadapan ini berjalan dengan cara alat interceptor akan menangkap dan 
memproses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel. Selain itu dalam 
modus ini alat interceptor juga dilengkapi Radio Frequency triangulation 
locator yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Selain itu 
dalam modus ini terdapat alat yang bernama Software Digital Signal 
Processing yang membuat pemprosesan algoritma bisa berjalan cepat dan 
mudah. Sehingga, penegak hukum yang memakai alat ini dapat 
menangkap sinyal, trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. 
Jadi, alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan diponsel-ponsel yang 
sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya. 
2. Modus penyadapan yang kedua yaitu dengan carasoftware mata-mata 
(spyware) seperti halnya sebuah program jahat semacam trojan dan 
malware, spyware mampu melacak aktifitas ponsel dan mengirimkan 
informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. 
Oleh karenanya, aplikasi spyware menyebabkan baterai dan pulsa ponsel 
bakal cepat terkuras. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di 
dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel 
tanpa sepengetahuan pemilik ponsel. 
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 Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
(untuk selanjutnya disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme 
dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal tersebut berbeda 
dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh Pasal 31 
PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara 
rinci pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: 
a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau 
jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara 
tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa 
b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang 
diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 
melakukan tindak pidana terorisme. 
2. Tindakan penyadapan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
3. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilaporkan atau dipertanggung jawabkan kepada atasan penyidik. 
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 Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan 
penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik 
bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum 
bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yakni melanggar hak privasi 
seseorang. Penyadapan  KPK pada dasarnya tidak dapat diaggap pelanggaran 
hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci 
mekanisme dan batasan pelaksana penyadapan oleh KPK.  
Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas 
(principle of legality) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-
undangan (yang dalam redaksi bahasa Belanda dinyatakan nullum delictum nulla 
poena sine praevia lege).22 
 Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran 
terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan 
merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut 
dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan 
bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan 
penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada 
lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu 
perkara. 
                                                             
22 Moeljatno. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. halaman.5. 
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 Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti 
dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti 
dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif 
digunakan. Tindakan penyadapan oleh KPK mempunyai beberapa dasar hukum 
dan pertimbangan antara lain Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang KPK, mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan 
yang boleh dilakukan oleh KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 
Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini 
guna melakukan pegawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan 
korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. 
 Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan 
kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan 
yang cukup.Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai tugas dan 
wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-
wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat 
dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai 
melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang. 
Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan 
jaminan bagi warga negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungan 
komunikasinya melalui sarana apapun, namun ketentuan hukum ternyata 
memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim 
menentukan gangguan (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku , maka tidak mau penyadapan tersebut harus 
dilakukan. 
 Hal demikian sebagaiman ditentukan dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang 
menyatakan : 
 “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai 
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 
 Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sebenarnya 
Pasal 32 justru menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penaydapan. 
Kalimat ‘kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku” memang belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja. Sebab, penjelasan 
pasal 32 tertulis ‘cukup jelas’.  
Kewenangan oleh KPK yang bersumber dari UU Nomor 32 Tahun 2002 
dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang 
berlaku, dan tidak harus mendapat izin dari hakim pengadilan negeri (PN), namun 
apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah 
disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian 
sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002.  
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Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian 
hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan 
seseorang untuk berkomunikasi merupakan hak asasi manusia, namun hal itu 
dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan 
setingkat undang-undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
 Argumentasi HAM seringkali diposisikan berseberangan dengan upaya 
serius pemberantasan korupsi. Pada satu titik, alasan HAM menjadi kontradiktif 
dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif (hak asasi publik). 
Pertentangan antara norma perlindungan hak asasi individual dengan hak 
asasi publik seharusnya ditempatkan pada proporsi yang seimbang dan tidak dapat 
dilebihkan, diutamakan (diprioritaskan) satu dari yang lain. Dengan demikian, 
secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik 
di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional. 
 Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yaitu 
dikaitkan dengan definisi “Tertangkap Tangan” dalam KUHAP. Pihak-pihak yang 
menganggap bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah illegal mendasarkan 
pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah “Operasi Tangkap Tangan” dalam 
KUHAP, yang ada hanyalah “Tertangkap Tangan”. 
Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, disebutkan bahwa:“Tertangkap tangan 
adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau 
dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat 
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kemudian diselurukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, 
atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia 
adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana 
itu”. 
Yang pertama terkait apakah “Tertangkap Tangan” adalah norma atau 
norma hukum. Untuk menjawabnya perlu melihat kembali apa yang dimaksud 
dengan norma. Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau pedoman tentang 
bagaimana subjek berperilaku. Norma khususnya norma hukum selalu memuat 
tiga (3) kemungkinan, yaitu: 
1. “Apa yang tidak boleh dilakukan (verbod) 
2.  “ Apa yang harus dilakukan (gebod) dan 
3.  “ Apa yang boleh dilakukan (mogen) 
 Jika dilihat dari ketiga hal tersebut, maka pertanyaannya, apakah 
pengertian tentang “Tertangkap Tangan” termasuk dalam salah satu diantaranya. 
Sesuatu yang dimulai dengan kata “adalah” tentu saja bukan sebuah aturan, 
namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma dan untuk itu perlu 
ditelusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang menggunakan 
istilah “Tertangkap Tangan” tersebut. Sebagai contoh, jika ditelusuri istilah 
“Tertangkap Tangan” baru menjadi bagian dari suatu norma yaitu pada Pasal 18 
ayat (2) KUHAP, yaitu: 
1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan mempelihatkan surat tugas serta memberikan 
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kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan 
identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian 
singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 
2. Dalam hal “tertangkap tangan” penangkapan dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan 
tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik 
pembantu yang terdekat. 
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan 
dilakukan”. 
 Berdasarkan Pasal 18 KUHAP di atas, merupakan suatu contoh norma, 
dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang 
melakukan penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI dan harus disertai 
dengan Surat Perintah Penangkapan (Sprint-Kap). Norma tersebut bersifat 
keharusan (gebod). Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang 
dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah 
tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan, 
kebolehan untuk disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu 
yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap tangan beserta barang bukti 
kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. 
 Jika ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6 (enam) ketentuan lainnya yang 
memuat istilah “tertangkap tangan” akan dapat disimpulkan bahwa keberadaan 
istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma keharusan atau 
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larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 KUHAP misalnya mengenai penggeledahan 
dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan 
penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah 
tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, mengecualikan pasal syarat subjek 
yang berwenang melakukan penangkapan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang 
dalam pasal tersebut disebutkan Petugas Kepolisian RI menjadi boleh juga 
dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan. 
 Untuk menilai apakah ”Operasi Tangkap Tangan” yang dilakukan oleh 
KPK, Polri, dan Kejaksaan melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum 
Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang KPK, Undang-
Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik 
Indonesia dan Undang-Undang Tindak pidana korupsi, maka tentu harus dilihat 
apa tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut dalam 
kasus-kasus konkrit. 
 Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT, Petugas Polri melakukan penangkapan 
terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat diuji 
apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan. Misalkan ternyata Petugas Polri 
yang melakukan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah yang 
dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, padahal peristiwanya tidak 
tertangkap tangan, namun katakanlah 1 (satu) hari setelah peristiwa pidananya 
terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka 
“Operasi Tangkap Tangan”. 
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 Contoh lain, dalam suatu OTT Petugas Polri langsung melakukan 
penahanan terhadap Tersangka tanpa Surat Perintah Penahanan (Sprint-Han) 
dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan. Tindakan 
penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya 
tersangka, bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya Surat Perintah 
Penahanan (Sprint-Han) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP. 
Ada beberapa catatan terkait Operasi Tangkap Tangan: 
 Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan 
perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan 
hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di 
kemudian hari terjadi senkgeta, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk 
memperkuat argumentasinya di Pengadilan. 
 Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha 
meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi 
tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit 
pembuktian, termasuk kejahatan korupsi. 
 Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi in 
criminalibus probantiones bedent esse luce clariores. Bahwa dalam perkara-
perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya, untuk 
membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan 
persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam 
rangka menyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. 
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Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti 
lebih jelas dan terang dari pada cahaya. 
 Ketiga, dalam konteks korupsi kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan 
sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan 
dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti 
permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti 
yang lain terdapat kesesuaian (corroborating evidence). Operasi tangkap tangan 
hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah 
dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan 
menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap 
diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. 
 Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan 
dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (probation plena). Artinya, 
bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan 
pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana 
tidak terkait secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi 
tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut. 
 Kelima, ibarat permainan judi, seorang yang terjerat kasus dalam suatu 
operasi tangkap tangan sama hanya dengan seorang penjudi yang memegang kartu 
mati dalam permainan. Artinya, penjudi yang memegang kartu tersebut tidak akan 
mungkin memenangi pertandingan. Demikian pula halnya dengan seseorang yang 
tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana sulit melakukan pembelaan 
bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut”. 
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 Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, dapat dipastikan 
seorang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan akan terbukti bersalah 
melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, hanya ada dua hal yang dapat 
dilakukan oleh orang yang tertangkap tangan dalam rangka meringankan 
hukuman. Pertama, mengakui kesalahannya dan tidak memperumit proses hukum. 
Kedua, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus 
tersebut jika kasus itu dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan banyak pihak. 
C. Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi 
Tangkap Tangan. 
 Orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan belum tentu semuanya 
akan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang yang terjaring operasi tangkap tangan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai hak untuk mengetahui siapa 
petugas yang menangkapnya dan harus dapat penjelasan bahwa yang melakukan 
Operasi Tangkap Tangan(OTT) adalah petugas KPK. Orang yang terjaring dalam 
OTT KPK, juga berhak untuk berpakaian yang layak. Contohnya, orang yang 
tertangkap tangan dalam keadaan tanpa busana, petugas KPK akan memberikan 
kesempatan untuk mengenakan pakaian yang layak. 
 Selain itu, sudah menjadi hak orang yang terjaring operasi tangkap tangan agar 
keluarganya mendapatkan pemberitahuan perihal operasi tangkap tangan yang 
dilakukan petugas KPK dan akan dibawa ke kantor KPK bersama barang bukti 
yang ditemukan petugas KPK, setelah serah terima, KPK melakukan pemeriksaan 
yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Dalam hal 
ini, status nya masih sebagai terperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka 
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dan belum memiliki hak untuk menghubungi atau didampingi pengacara. Apabila 
sudah ditetapkan sebagai tersangka otomatis hak-hak yang diberikan oleh 
KUHAP pasti sudah melekat. Pelaku tindak pidana akan diberikan hak untuk 
menghubungi pengacara, serta didampingi pengacara saat pemeriksaan sesuai 
prosedur yang berlaku di KPK dan peningkatan status tersangka setelah OTT 
paling lambat 1x24 jam. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan 
secara bebas kepada penyidik demi kepentingan pembelaan dan tersangka berhak 
mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum di semua tingkat 
pemeriksaan dan tersangka berhak memilih sendiri siapa penasihat hukumnya. 
Berdasarkan Pasal 57 KUHAP, tersangka yang dikenakan penahanan juga berhak 
menghubungi penasihat hukumnya.  
Dalam Pasal 58 dijelaskan akan memberikan hak bagi tersangka yang 
dikenakan penahanan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter 
pribadinya guna kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan 
proses perkara maupun tidak ada hubungannya dengan perkara. Selanjutnya 
dalam Pasal 60, menyatakan bahwa tersangka berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan 
bantuan hukum. Masih ada beberapa hak lain yang diatur dalam KUHAP, salah 
satunya menerima kunjungan rohaniawan. 
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Seseorang yang tertangkap tangkap tangan sedang melakukan tindak 
pidana harus melalui proses peradilan terlebih dahulu sebelum dapat dipidana jika 
terbukti bersalah. Selanjutnya, pelaku tindak pidana menjadi terpidana menjadi 
terpidana yakni seorang yang akan dipidana harus berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, bagi pelaku tertangkap 
tangan tidak dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana sebelum melalui proses 
peradilan. 
Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup 
mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang 
sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. 
Pemberitaan atas penangkapan pejabat negara terhadap operasi tangkap 
tangan seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga 
masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum acara di Indonesia. Seringkali hukum acara pidana diterapkan berdasarkan 
penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh oknum penegak hukum. 
Mengenai penetapan status tersangka sampai saat ini hukum acara pidana 
yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor  8 Tahuhn 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengenai definisi tersangka sudah jelas diatur 
dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Selanjutnya mengenai definisi 
tersangka dengan rumusan masalah yang sama sudah diatur dalam ketentuan pasal 
1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manjemen 
Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012). 
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Mengenai bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 
KUHAP tidak secara spesifik di atur di dalam KUHAP. Mengenai definisi itu 
justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Jadi 
berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat 
ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan. 
KUHAP mmemang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti 
permulaan namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di 
dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penyidikan hanya 
dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah. Sementara alat bukti 
diperoleh dari penilain hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam 
persidangan. 
Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu 
alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Bilamana 
telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan 
turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat 3 dan Pasal 189 ayat 1 KUHAP 
maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. 
Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa 
berupa penangkapan karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap Nomor 
14 Tahun 2012. Jadi tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila 
tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali 
berturut-turut oleh penyidik. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat 
dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan. 
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Tindakan penahan dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternative 
berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. 
Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam 
pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-
undang kepada tersangka/terdakwa: 
1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik 
2. Berhak segera diajukan kesidang pengadilan 
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial 
right). 
Hak untuk melakukan  pembelaan untuk kepentingan mempersiapkan hak 
pembelalaan tersangka atau terdakwa, untuk udang-undang yang 
menjelaskan dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57  
a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti 
oleh nya tentang apa yang disangkakan kepadanya. 
b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan terhadap tersangka. 
c.  Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan 
bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. 
d. Berhak mendapatkan juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat 
pemeriksaan baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam 
pemeriksaan siding pengadilan. 
e. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum sesuai dengan 
ketentuan pada pasal 55 dan ini bias menimbulkan cacat dalam praktek 
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penegakan hukum, karna kebebasan dan hak memilih penasehat 
hukum pasti akan menimbulkan prakteki diskriminatif. 
f. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan sudah 
dibicarakan yaitu hak yang berlaku pada umumnya atau terdakwa baik 
yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. 
 Dampak korupsi terhadap masyarakat dan individujika korupsi dalam 
suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, 
maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang 
kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu 
dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest) bahkan 
selfishness.Tidak ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. 
Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan 
individu baik dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi 
juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika 
korupsi merajela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. 
a. Dampak korupsi terhadap generasi mudasalah satu efek negatif  yang 
paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya 
generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan 
sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi 
muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan 
menganggap sebagai budayanya, sehingga perkembangan pribadinya 
menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. 
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Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa 
dibayangkan betapa suramnya masa depan anak bangsa tersebut. 
Dampak korupsi terhadap politik kekuasaan politik yang dicapai 
dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin 
masyarakat yang tidak legitimate dimata publik. Jika demikian keadaan, 
maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin 
tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas 
mereka.  
Praktek korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, 
kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat 
menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan 
kekuasaan penguasa korupsi itu akan menggunakan kekerasan atau 
otoriter menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Disamping 
itu keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial 
politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa 
dan rakyat.  
Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan 
pemerintahan secara tidak terhomat, seperti yang pernah terjadi di 
Indonesia. 
b. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi 
Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. 
Jika suatu proyek ekonomi dijalankan surat dengan unsur-unsur 
korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam 
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penunjukan, penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain 
bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang 
diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. 
c.   Dampak Korupsi Terhadap Birokrasi 
Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan 
meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi 
telah dipenuhi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka 
prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien dan kualifikasi akan 
tidak pernah terlaksana.  
Kualitas layanan pasti sangat buruk dan mengecewakan 
publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan 
baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan 
meluasnya keresahaan sosial, ketidaksetaraan sosial dan 
selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan 
jatuhnya para birokrat. 
Pejabat Negara yang terjaring OTT KPK perlu hak politik nya dicabut. 
Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, 
adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam 
memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi 
menyalahgunakan wewenangnya. Berdasarkan  Pasal 73 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, pembatasan atau 
pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. 
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Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta 
kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. 
Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan 
putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan 
bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan 
demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik 
telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP. 
Tidak ada yang tidak sepakat bahwa pejabat publik yang terbukti melakukan 
korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan dilarang menduduki jabatan publik. 
Namun definisi dan ukuran jabatan publik juga harus jelas dan terukur mengenai 
jabatan publik itu diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, seperti anggota 
DPR, bupati, gubernur, dan presiden dengan melalui jalur karier, seperti jabatan 
struktural di pemerintah, hakim, jaksa, dan polisi atau jabatan yang termasuk 
sebagai jabatan yang diperoleh lewat keputusan politik, seperti jabatan menteri 
dan pimpinan lembaga negara. 
Berdasarkan Pasal 25 Kovenan Hak Sipil jelas menyatakan bahwa 
pencabutan hak politik "hanya" terkait dengan jabatan politik yang diperoleh 
melalui pemilihan umum, seperti jabatan sebagai anggota parlemen, bupati, 
gubernur, dan presiden. Tapi pencabutan hak politik tidak bisa dilakukan secara 
permanen. Harus ada batasan yang jelas seberapa lama hak politik itu dicabut.  
Dalam hal pencabutan hak untuk memegang jabatan publik, yang termasuk dalam 
ranah hak sipil, Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya mengatur bahwa hakim bisa 
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mencabut "hak memegang jabatan tertentu". Klasifikasi jabatan tertentu itu harus 
jelas dan transparan agar tidak multitafsir dalam penerapannya. Pemerintah perlu 
menerbitkan peraturan untuk mendefinisikan jenis jabatan tertentu itu.  
Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut 
didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah 
rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan 
instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap 
koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 
bahwa Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi 
Tangkap Tangan sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 ke 3 dan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
mengenai tugas dan kewajiban KPK yaitu melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi yaitu pemberantasan adalah serangkaian tindakan 
untuk mencegah dan bersifat imperatif, bukan sebagai alternatif atau 
pilihan diantara sebagian dari tugas lainnya. Justru politik hukum 
pembentukan undang-undang KPK lebih menekankan pada kegiatan 
pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai parameter 
keberhasilan kinerja lembaga KPK adalah mengahapus tindak pidana 
korupsi (tidak terjadi tindak pidana korupsi). Untuk itu pemberantasan 
tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa 
dengan menggunakan cara-cara khusus. Keberadaan KPK di Indonesia 
adalah solusi terbaik bagi legal policy pemberantasan korupsi yang 
didasarkan oleh keinginan masyarakat Indonesia agar pemberantasan 
korupsi di Indonesia dapat maksimal. 
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2. Peyidik dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi 
Tangkap Tangan dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh teknik 
penyadapan. 
Penyadapan adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam 
upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah 
penyidikan berikutnya. Yang dimaksud dengan penyadapan adalah 
kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, 
menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi 
maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio 
frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen 
lain.  
3. Pejabat negara yang terjaring OTT KPK perlu hak politiknya dicabut. 
Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat 
publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak 
amanah dalam memegang jabatan publik agar yang bersangkutan tidak 
bisa lagi menggunakan wewenangnya. Pencabutan hak politik diatur 
dalam Pasal 35 ayat 1 KUHAP. Bahwa hak-hak terpidana yang dapat 
dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak 







 Adapun saran yang diberikan mengenai politik hukum pidana terhadap 
Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan sebagai berikut: 
1. KPK hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme sebagai dasar hukum yang digunakan dalam melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 
2. Mengingat korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang luar biasa 
(extra ordinary crime), maka upaya pemberantasannya pun tidak dapat 
dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar 
biasa yakni melaui 4 pendekatan yakni pendekatan hukum, pendekatan 
budaya, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sumber daya manusia dan 
sumber daya keuangan. 
3. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut 
didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. 
Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrument hukum 
tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap 
selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif 
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